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PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN 

 

NOMOR 170/23 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

 KABUPATEN KEBUMEN MENJADI USUL PRAKARSA  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN, 

 

Menimbang 

 

: a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Rancangan Perda yang 

berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota 

DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda 

yang dikoordinasikan oleh Bapemperda; 

  b.  bahwa setelah membahas 3 (tiga) Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang 

berasal dari DPRD Kabupaten Kebumen melalui 

mekanisme yang berlaku, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu 

memberikan persetujuan terhadap 3 (tiga) 

Rancangan Peraturan Daerah untuk menjadi usul 

prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kebumen; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan 

terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Menjadi Usul Prakarsa Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
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  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  4.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6396); 

  6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  7.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya 

Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan 

Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesi 

Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Pemerintah – 6 – Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5694); 

  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6197); 

  11.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  12.  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 199); 
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  13.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi 

(Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2019 Nomor 22); 

  14.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

  15.  Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya 

Mineral Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 

Tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi 

(Geoheritage) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 43); 

  16.  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana 
Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi 

(Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1784); 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 183); 

  18.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 170); 

  19.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 182); 

    

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kebumen. 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen tentang : 

  a.  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 

2012 Tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan; 

  b.  Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;  

  c.  Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi 

(Geopark) Karangsambung-Karangbolong; 

  Menjadi Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Kebumen. 
 

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui 

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU 

disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen 

kepada Bupati Kebumen untuk dibahas dan 

mendapatkan persetujuan bersama sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 8 Oktober 2021 

  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

Ketua, 

 
 

 
 

SARIMUN 

 


